
 

 
 

KEPALA DESA TAJINAN 

KABUPATEN MALANG 
 
 

PERATURAN DESA TAJINAN 

                                          NOMOR 5 TAHUN 2023 

            TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAJINAN 

TAHUN 2024 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA TAJINAN, 

Menimbang       :    a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 79  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan 

Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya 

dengan mengacu pada perencanaan Pembangunan 

Kabupaten 

                             b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, 

konsideran menimbang ini terdiri dari Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan 

dengan Peraturan Desa; 

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan 

huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu 

menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Tajinan Tahun 2024; 
 

 

Mengingat        :  1.Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   1950   tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten di Lingkungan 

Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor  2   Tahun   1965  tentang   

Perubahan  Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogykarta   

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 



2.    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  

Negara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Talun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan   

Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 

Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5234 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014 
Nomor   7,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Kedua  Atas  

Undang-Undang  Nomor  23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan,  Tata Cara Penyusunan, Pengendalian  dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2008 

Nomor  21,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6 

Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2014 tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  157, 

Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia Nomor 

5717); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5694); 

11. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir  

dengan   Peraturan   Menteri   Dalam  Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan    

Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    13 

Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 310); 

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

13. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 

Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  di 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2091); 

14. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    112 

Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa  (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

15. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    113 

Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa 

(Berita   Negara   Republik   lndonesia   Tahun   2014 

Nomor 2093); 

16. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    114 

Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan  Desa 

(Berita   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014 

Nomor 2094); 

17. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah 

Tertinggal,   dan   Transmigrasi   Republik   Indonesia Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan  

Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala  Desa  

(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 

158); 

18. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 



Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

19. Peraturan    Menteri    Desa,    Pembangunan    Daerah 

Tertinggal dan  Transmigrasi  Nomor  21  Tahun 2015 

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun   

2016   (Berita   Negara   Republik   Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1934); 

20. Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran  Daerah  

Kabupaten  Malang  Tahun  2008 Nomor 3/E; 

21. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Malang   Nomor   7 

Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah    

(Lembaran    Daerah    Kabupaten    Malang Tahun 2008 

Nomor 4/E); 

22. Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran  Daerah  

KabupatenMalang  Tahun  2008 Nomor 3; 

23. Peraturan  Daerah  Nomor  3 Tahun 2 0 2 1  tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran   Daerah   

Kabupaten   Malang   Tahun   2021 Nomor 3 Seri A); 

24. Peraturan  Bupati  Malang  Nomor  4  Tahun  2016 

Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka  Menengah  Desa  Dan  Rencana  Kerja Pemerintah 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 

4 Seri A); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan      :    PERATURAN    DESA    TENTANG    RENCANA    KERJA 

PEMERINTAH DESA TAJINAN TAHUN 2024; 

 
 

Pasal 1 
 

 
(1)   Rencana Kerja Pemerintah Desa Tajinan Tahun 2024 

disusun dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I      PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Dasar Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan 
 

 
 

BAB II    GAMBARAN          UMUM          KEBIJAKAN 



KEUANGAN 

2.1  Kebijakan Pendapatan Desa 

      2.2  Kebijakan Belanja Desa 

      2.3  Kebijakan Pembiayaan Desa 
 

 
      BAB III   EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA     

             DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 

3.1  Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun 

Sebelumnya 

3.2. Permasalahan Pembangunan 
 
 

       BAB IV   RENCANA PROGRAM      DAN          

                KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA 

4.1  Prioritas Program dan Kegiatan Skala 

Desa 

4.2  Prioritas Program dan Kegiatan Skala 

Kabupaten, Provinsi dan Pusat 

4.3. Pagu   Indikatif   Desa   Masing-Masing 

Bidang    

BAB V  PENUTUP                  

                            Lampiran-lampiran 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Desa ini. 
 

Pasal 2 
 
 

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 merupakan 

landasan dan pedoman bagi Pemerintahan   Desa,   

Lembaga   Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024 . 
 

 

Pasal 3 
 
 

RKP Desa dapat diubah dalam hal: 

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, 

krisis  politik,  krisis  ekonomi,  dan/atau kerusuhan 

sosial yang berkepanjangan; atau 

b. Terdapat perubahan   mendasar   atas   kebijakan 

Pemerintah, PemerintahDaerah  Provinsi, dan/atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten. 
 
 
 
 

 

      
 
 

 Pasal 4 



Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 dibahas dan disepakati bersama dengan 
Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang 
Desa     dan     selanjutnya     ditetapkan     dengan 
Peraturan Desa. 

 

 

Pasal 5 
 
 

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun 

APB Desa Tahun Anggaran 2024 
. 

 
 

Pasal 6 
 
 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Desa ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Desa. 
 

 
 
 

                                                                  Ditetapkan di Desa Tajinan                   

                                                                  pada tanggal 29 September 2023 
 

 

KEPALA DESA TAJINAN, 
 
 

Ttd. 
 
 

ASHADI 
 
 

Diundangkan di Tajinan 
pada tanggal 29 September 2023 

 
SEKRETARIS DESA TAJINAN, 

 
 

Ttd. 
 
 

MOH.ULYAH 

Lembaran Desa Tajinan Tahun 2023 Nomor 5  
 


